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A Perkawinan 
1. Pengertian Perkawinan 
Kata nikah berasal dari bahasa arab nikaahun 
yang merupakan masdar atau kata asal dari kata nakaha. 
Sinonimnya tazawwaja kemudian diterjemahkan dalam 
bahasa indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. 
Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti adh-dhammu 
wattadakhul (bertindih dan memasukkan) oleh karena 
itu, menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon 
seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan 
dengan tanakahatil asyjar (rumpun pohon itu sedang 
kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan 
masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.
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Perkawinan menurut istilah yang dikutip Zakiah 
Daradjat adalah akad yang mengandung ketentuan 
hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah 
atau tazwij atau semakna dengan keduanya.
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Menurut ulama fiqih Sayid Sabiq, dalam kitabnya 
fiqih sunnah, perkawinan/nikah adalah salah satu 
diantara sunnatullah yang berlaku umumnya pada semua 
mahluk Tuhan baik manusia, hewan, maupun tumbuh-
tumbuhan.
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Allah berfirman Surat Az-Zariyat: 49  
                  
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 Rahmad Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Pustaka 
Setia:Bandung,, 2000), h.11 
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 Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh, jilid 2,Dana Bhakti Wakaf: 
Yokyakarta, 1995), h.37 
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 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh Drs. Moh Thalib, jilid 
6, cet ke 14, (PT Al-Mar‟arif: Bandung, 1997), h.9 
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Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-
pasangan supaya kamu sekalian mau berfikir.
4
 
Menurut Muhmud Yunus, perkawinan dalam 
bahasa Arab ialah nikah, menurut syara‟ hakekat nikah 
ialah akad antara calon suami atau istri untuk 
membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri.
5
 
Menurut Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 
1974.Arti perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 
Tahun 1974, sebagaimana dalam pasal 1 ditegaskan 
bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 
dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang 
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha 
Esa.
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Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di 
Indonesia disebutkan bahwa: Perkawinan menurut 
hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat atau 
miitsaqon gholiidhon untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah.
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2. Dasar Hukum Perkawinan 
Para ulama sependapat bahwa perkawinan 
(nikah) adalah disyariatkan oleh agama sejalan dengan 
hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu untuk 
memakmurkan dunia ini dengan jalan terpeliharanya 
perkembanganbiakan umat manusia , adanya 
                                                          
4
 Majma‟ Al-Haramaen Asy-Syarafaen Al-Malik Fadh, Lithiba‟: Al-
Mush-hat Asy-Syarief Madinah Al-Munawarah, Al-Qur,an dan 
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 Muhmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, cetakan ke 7 
(PT. Hidakarya Agung: Yokyakarta, 1977 M- 1397 H), H.1 
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 H. Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-
Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, Cetak ke 3,(Yayasan Al-
Hikmah:Jakarta, 1992),h. 123 
7
 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 
(Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam: Jakarta,1997), h. 14 
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perkembangbiakan manusia yang baik tentunya 
tergantung kepada terpeliharanya perkawinan, karena 
dengan perkawinan terjadilah keturunan yang 
berkembang biak dengan teratur secara sempurna dalam 
kekeluargaan dan kekerabatan yang semuanya diikat 
oleh kasih sayang. 
Adapun dalil-dalil yang menunjukkan kepada 
persyariatan perkawinan dan hukumnya adalah sebagai 
berikut: 
a. Berdasarkan al-Quran  
Allah berfirman Surat An-Nur : 32 
                
                 
      
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara 
kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari 
hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba 
sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah 
akan memampukan mereka dengan kurniaNya.dan Allah 
Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui
8
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 Al-Quran dan Terjemahannya, Op.Cit, h.549 
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Qur‟an Surat Ar-Ruum: 21 
                 
                 
      
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir.
9
 
Dari kedua ayat tersebut di atas dapat disimpulkan 
bahwa Allah menyuruh kepada kita agar mengawinkan 
orang-orang yang sudah layak untuk kawin baik laki-laki 
maupun perempuan, jika orang tersebut miskin maka 
Allah akan memampukannya, dan Allah menciptakan 
istri-istri dari jenisnya sendiri agar ia merasakan tenang 
dan tentram bersamanya itulah tanda-tanda kekuasaan 
Allah. 
b. Berdasarkan Hadits:  
Hadits Rasullullah SAW bersabda: 
                                                          
9
 Ibid, h. 406. 
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Hai kaum pemuda apabila diantara kamu kuasa 
untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu 
lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan 
barang siapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, 
sebab puasa itu jadi penjaga bagimu.
10
 
 
Hadits Rasullullah SAW: 
Nabi Muhammad SAW menyuruh kita agar kawin 
dan melarang dengan keras membicarakan 
perempuan (tidak kawin). Beliau bersabda: 
hendaklah kalian mengawini perempuan yang subur 
(tidak mandul) dan penyayang, sebab dengan 
kalianlah umatku menjadi lebih banyak dari pada 
umat para nabi yang lain dihari kiamat 
(diriwayatkan oleh ahmad disahkan oleh Ibnu 
Hibban).
11
 
Dari kedua hadits tersebut diatas dapat disimpulkan 
bahwa Rasullullah SAW telah menyuruh kepada 
para pemuda untuk  kawinan apabila sudah  mampu, 
karena dengan perkawinan maka akan terhindar dari 
perbuatan zina, dan ketika hendak melangsungkan 
perkawin maka para pemuda dianjurkan untuk 
memilih calon istri yang subur dan penyayang, 
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 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqani, Bulughul Maram min Adillatil 
Ahkam, (Syarikah Bungkul Indah: Surabaya, t.th), h.208. 
11
 Ibid, h.208. 
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karena akan memperbanyak umat nabi Muhammad 
dihari kiamat. 
c. Ijma‟ 
Nikah itu diisyaratkan berdasarkan Al-Quran, 
Sunnah, dan Ijma‟. Namun Ijma‟ itu hanya sebatas 
pensyariatan. Adapun hukumnya mereka berbeda, 
ada yang mengatakan wajib, sunnah, mubah, 
makruh, dan haram.
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Dasar hukum perkawinan menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1 dan pasal 2 
yang menegaskan: 
Pasal 1 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. 
Pasal 2 
(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaan itu. 
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundangan yang berlaku.
13
 
 “Sebagai negara yang berdasarkan pancasila 
dimana sila pertamanya ialah ketuhanan yang 
Maha Esa, maka perkawinan mempunyai 
hubungan yang erat sekali dengan 
agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan 
saja mempunyai unsur batin /rohani juga 
mempunyai peranan penting membuat keluarga 
yang bahagia dapat memberikan keturunan, yang 
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 Mahmud Ali Al Sartowi, Sarah Qanun Al Ahwal Al Syakhsiyyah, 
(Dar Al Fikri: Beirut, t.th), h. 26 
13
 Zainal Abidin Abubakar, Loc.Cit, h. 123 
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merupakan tujuan dari perkawinan, pemeliharaan 
dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang 
tuanya”.14  
Oleh karena itu Allah SWT menetapkan 
aturan munakahat/perkawinan agar jiwa manusia 
tentram, diliputi oleh rasa kasih sayang serta 
terhindar dari perbuatan tercela, dengan kata lain 
tujuan perkawinan itu adalah agar manusia 
mendapat kebahagian hidup yang diliputi oleh rasa 
tentram dan kasih sayang. 
 
3. Rukun dan Syarat Perkawinan 
Suatu akad perkawinan menurut hukum Islam 
adalah sah dan batal, akad perkawinan dikatakan sah 
apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-
syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan 
peraturan yang telah ditetapkan oleh agama.
15
 
Sedangkan akad perkawinan dikatakan batal 
apabila akad tersebut dilaksanakan dengan tidak 
lengkap salah satu syarat-syarat atau rukun-rukun 
dari akad itu. 
Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah  
menyatakan, bahwa syarat-syarat perkawinan 
merupakan dasar bagi sahnya perkawinan jika syarat-
syaratnya terpenuhi maka perkawinannya sah dan 
menimbulkan adanya segala kewajiban dalam hak-
hak perkawinan.
16
 
Dengan demikian perkawinan dikatakan batal 
dengan tidak sempurna salah satu dari syarat-syarat 
atau rukun-rukun akad. Akad yang batal adalah akad 
yang tidak mempunyai kepastian hukum, dianggap 
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 Ibid, h.143 
15
 Kamar Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, 
Cetakan ke-2, (PT. Bulan Bintang: Jakarta, 1987), h.37 
16
 Sayid Sabiq, Op,Cit, h 78 
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tidak pernah terjadi baik dalam kenyataan maupun 
dalam arti hukum. 
Setelah penulis mengemukakan tentang 
syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan, maka 
penulis terlebih dahulu mengemukakan perbedaan 
antara syarat dan rukun dalam perkawinan. Yang 
dimaksud dengan syarat ialah suatu yang mesti ada 
dalam perkawinan tetapi tidak termasuk bagian dari 
hakikat dari perkawinan itu. Sedangkan yang 
dimaksud dengan rukun perkawinan ialah sebagian 
dari hakikat perkawinan seperti mempelai, wali, 
saksi dan sighat ijab qobul. Hal ini sebagaimana 
dijelaskan di dalam buku Hukum Perkawinan dalam 
Islam, karangan Mahmud Yunus, sebagai berikut: 
Perbedaan antara syarat dan rukun 
perkawinan ialah bahwa rukun perkawinan sebagian 
dari hakikat perkawinan, seperti laki-laki, 
perempuan, wali, akad nikah dan lain sebagainya. 
Semuanyan itu ialah sebagian dari hakikat 
perkawinan, dan tidak dapat terjadi suatu perkawinan 
kalau tidak ada, misalnya laki-laki atau perempuan, 
maka demikian itu dinamai rukun perkawinan.
17
 
Sedangkan syarat ialah suatu yang mesti ada 
dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu 
dari pada hakikat perkawinan itu, misalnya syarat 
wali itu laki-laki, baligh, berakal dan lain sebagainya. 
Salah satu dari rukun perkawinan adalah sighat-akad 
nikah-ijab qobul, maka perkawinan tidak sah kalau 
tidak dilakukan dengan ijab qobul tentang ini telah 
disepakati oleh ulama.
18
 Hal tersebut sebagaimana 
ditegaskan dalam pasal 14 kompilasi hukum Islam 
bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: 
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 Mahmud Yunus, Op.Cit, h.15 
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 Ibid, h. 15 
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a. Calon mempelai pria; 
b. Calon mempelai wanita; 
c. Wali nikah; 
d. Dua orang saksi; 
e. Ijab dan qobul. 
 
Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu 
terdiri atas
19
 
a. Adanya calon suami dan istri yang akan 
melakukan perkawinan. 
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. 
c. Adanya dua orang saksi. 
d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang 
diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak 
wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-
laki. 
Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda 
pendapat: 
Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada 
lima macam, yaitu: 
1. Wali dari pihak perempuan 
2. Mahar (maskawin) 
3. Calon pengantin laki- laki 
4. Calon pengantin perempuan 
5. Sighat akad nikah. 
Imam Syafi‟i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima 
macam, yaitu: 
1. Calon pengantin laki-laki,  
2. Calon pengantin perempuan, 
3. Wali,  
4. Dua orang saksi, 
5. Sighat akad nikah20 
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 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat,  Cetakan 3, (Kencana 
Prenada Media Group: Jakarta, 2008), h 46 
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Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya 
ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh 
pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). 
Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun 
nikah itu ada empat, yaitu: 
1. Sighat (Ijab dan Qabul), 
2. Calon pengantin perempuan, 
3. Calon pengantin laki-laki, 
4. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.21 
Rukun nikah masing-masing harus memenuhi syarat: 
1. Syarat mempelai pria: 
a. Beragama Islam. 
b. Laki-laki. 
c. Baligh. 
d. Berakal. 
e. Jelas orang tuanya. 
f. Dapat memberikan persetujuan. 
g. Tidak terdapat halangan perkawinan seperti 
tidak dalam keadaan ihram dan umrah. 
2. Syarat calon mempelai wanita: 
a. Beragama meskipun yahudi atau nasrani. 
b. Perempuan. 
c. Jelas orangnya. 
d. Dapat dimintai persetujuan. 
e. Tidak dapat halangan perkawinan (wanita-
wanita yang haram dinikahi). 
3. Syarat wali nikah: 
a. Laki-laki. 
b. Dewasa. 
c. Mempunyai hak perwalian. 
d. Tidak terdapat halangan perwalian. 
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 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 1, (CV. Pustaka 
Setia: Bandung, 1999), h 72. 
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  Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al- Islam wa Adilatuh,  cetakan 3 
(Beirut:  Dar al- Firk, 1989),h, 29 
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4. Syarat saksi nikah: 
a. Minimal dua orang laki-laki. 
b. Hadir dalam ijab dan qobul. 
c. Dapat memahami maksud akad. 
d. Dewasa. 
5. Syarat ijab qobul: 
a. Ada ijab (pernyataan). 
b. Ada qobul (pernyataan) penerimaan dari 
calon suami. 
c. Memakai kata-kata nikah “tazwij” atau 
terjemahnya seperti kawin. 
d. Antara ijab dan qobul tersambung tidak boleh 
terputus. 
e. Orang yang terkait dalam ijab dan qobul tidak 
sedang dalam keadaan haji dan umrah. 
f. Majlis ijab dan qobul itu harus dihadiri paling 
kurang empat orang yaitu calon mempelai 
pria atau wakilnya wali dari calon mempelai 
wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.
22
 
 
4. Hukum Perkawinan 
Adapun beberapa hukum dilakukannya perkawinan: 
a. Wajib 
Perkawinan berhukum wajib bagi orang yang 
telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 
kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada 
perbuatan Zina seandainya tidak kawin. Hal ini 
didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap 
muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang 
terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka 
hukum melakukan perkawinan itu wajib sesuai 
dengan kaidah: 
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 M Ali Hasan, Pedoman berumah Tangga dalam Islam, cet ke 2 
(Siraja: Jakarta, 2000), h.58 
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Artinya: “Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna 
kecuali dengan sesuatu yang lain maka sesuatu yang 
lain itu menjadi wajib”.23 
Menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib, salah 
satu sarana yang dapat membantu seseorang dari 
perbuatan zina adalah perkawinan, maka dalam hal 
ini dapat disimpulkan bahwa kawin itu wajib. 
b. Sunnat  
Orang yang telah mempunyai kemauan dan 
kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, 
tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan 
berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan 
bagi orang tersebut adalah sunnat
24
 
c. Haram 
Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan 
tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab 
untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam 
rumah tangga, sehingga pabila dalam melangsungkan 
perkawinan akan terlantarlah diri dan isterinya. 
Termasuk juga jika seseorang  kawin dengan 
maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah 
wanita yang dikawini tidak diurus hanya agar wanita 
tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain. 
d. Makruh 
Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk 
melakukan perkawinan juga cukup mempunyai 
kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak 
memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina 
sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak 
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 Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqh, (Pustaka Setia: Bandung, 
1999), h.139 
24
 Abdul Rahman Ghozali, Op, Cit, h,  19-20. 
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mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat 
memenuhi kewajibab sebagai suami istri yang baik. 
e. Mubah 
Hukum dasar perkawinan adalah mubah bagi 
orang yang mempunyai kemampuan untuk 
melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya 
tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila 
melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. 
Perkawinan tersebut hanya didasarkan untuk 
memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga 
kehormatan agamanya dan membina keluarga yang 
sejahtera. 
 
B. ‘Urf 
1. Pengertian Urf 
Secara etimologi „urf berarti “sesuatu yang 
dipandang baik dan diterima akal sehat”.25 „Urf (tradisi) 
adalah bentuk-bentuk mu‟amalah (berhubungan 
kepentingan) yang telah menjadi adat kebiaaan dan telah 
berlangsung konisten ditengah mayarakat.
26
 „Urf  juga 
disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat 
manusia dan lalu diikuti, baik „urf perkataan maupun „urf  
perbuatan.
27
 Ulama „Ushulliyin memberikan definisi : 
“apa yang dimengerti oleh manusia (sekelompok 
manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan, 
perbuatan, dan pantangan-pantangan”.28 
Dalam disiflin ilmu fikih ada dua kata yang serupa 
yaitu „urf dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah 
adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang 
dikerjakan berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. 
                                                          
25
 Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasryi‟, Cetakan ke satu, (Amzah: 
Jakarta, 2009), h.167 
26
 Abu Zahro, Uhul Fiqh, Cetakan ke-14  (Pustaka Firdaus: Jakarta, 
2011), h 416 
27
 Ulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, cetakan ke satu (Sinar 
Grafika: Jakarta, 1995), h 77 
28
 Masykur Anhari, Ushul Fiqh, cetakan satu (Diantama: 
Jakarta,2008), h 110 
 26 
Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi seperti, 
kebiasaan seseorang makan tidur.sedangkan „urf 
didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik 
dalam perkataan maupun perbuatan.
29
 
Kata „urf dalam pengertian terminologi sama dengan 
istilah al- „adah (kebiasaan), yaitu:30 
Artinya: “Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari 
segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak 
yang benar”. 
 
  Di antara ahli bahasa Arab ada yang 
menyamakan kata adat dan „urf, kedua kata itu mutaradif 
(sinonim). Kata „urf pengertiannya tidak melihat dari segi 
berulangkalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari 
segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal 
dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang 
berbeda ini(dari sudut berulangkali, dan dari sudut 
dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama 
tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan 
yang prinsip karena adat dan „urf  pengertiannya sama, 
yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang 
dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, 
sebaiknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui 
orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara 
berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata 
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tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak 
berarti.
31
 
Dalam sistem hukum Romawi, apalagi sistem 
hukum Adat, adat ini menjadi sumber hukum. Pada 
sistem hukum Islam, al-„Adat dijadikan salah satu unsur 
yang yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. 
Penghargaan hukum Islam terhadap adat ini 
menyebabkan sikap yang tolerance dan memberikan 
pengakuan terhadap hukum yang berdasarkan adat 
menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam. 
Walaupun demikian pengakuan tersebut tidaklah mutlak, 
tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini 
adalah wajar demi untuk menjaga nilai-nilai, prinsip-
prinsip dan identitas hukum Islam, karena hukum Islam 
bukanlah hukum yang menganut sistem terbuka secara 
penuh, tetapi bukan pula sistem tertutup secara ketat. 
„Urf  yang shahih menambahkan vitalitas dan dinamika 
hukum Islam.
32
 
 
2. Dasar Hukum ‘Urf  
a. Adapun kehujjahan „urf sebagai dalil syara‟ 
didasarkan atas:  
Firman Allah pada surah al-A‟raf ayat 199 
Artinya:  Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang 
mengerjakan   yang ma‟ruf, serta berpalinglah dari 
pada orang-orang bodoh”. (QS. Al-A‟raf: 199)33 
 
Melalui ayat di atas Allah memerintahkan 
kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma‟ruf. 
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Sedangkan yang disebut sebagai ma‟ruf itu sendiri 
ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai 
kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak 
bertentangan dengan watak manusia yang benar, 
yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran 
Islam. 
b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin 
Mas‟ud: 
Artinya: Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum 
muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang 
mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”. 
 Ungkapan Abdullah bin Mas‟ud di atas, baik dari 
segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan 
bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di 
dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan 
tuntunan umum syari‟at Islam adalah juga 
merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. 
Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan 
kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh 
masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan 
kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.
34
  
 
Padahal Allah berfirman pada surat al-Maidah ayat 6:  
 
Artinya: Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi 
Dia hendak membersihkan kamu dan 
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menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu 
bersyukur”.35 
 
c. Disamping itu adalah pertimbangan kemaslahatan 
(kebutuhan orang banyak), dalam arti orang banyak 
akan mengalami kesulitan bila tidak menggunakan 
„urf tersebut. Bahkam ulama menempatkannya 
sebagai “ syarat yang disyaratkan”.  
 
“sesuatu yang berlaku „urf adalah seperti suatu yang 
telah disyaratkan” 
Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada „urf, 
maka kekuatannya menyamai hukum yang 
ditetapkan berdasarkan nash. 
 Islam memandang tradisi atau adat sebagai suatu 
hal yang dapat ditolerir sejauh tidak bertentangan 
dengan undang-undang dan agama, serta tidak 
berkaitan dengan kepercayaan yang menjerumuskan 
kepada kemusrikan. Tradisi yang baik dan 
memberikan kemaslahatan umat dapat dijadikan 
landasan hukum dalam hal ini sesuai dengan kaidah 
fiqiyah: 
 
„Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”36 
 
3. Syarat –Syarat ‘Urf untuk Dijadikan Landasan Hukum 
a. „Urf mengandung kemaslahatan yang logis 
Syarat ini merupakan suatu yang mutlak ada pada „urf 
yang sahih.
37
 Sehingga dapat diterima masyarakat umum 
dan dalam arti tidak bertentangan dengan al-Quran dan 
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Sunnah Rasulallah.
38
 Sebaliknya, apabila „urf itu 
mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat dilogika , 
maka „urf  yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam 
Islam. Seeperti istri yang membakar hidup-hidup dirinya 
bersamaan dengan pembakaran zenazah suaminya yang 
meninggal.
39
 Meskipun „urf  hal ini dinilai baik dari segi 
rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini 
tidak dapat diterima akal sehat. Demikian juga kebiasaan 
memakan ular
40
 
b. „Urf  tersebut berlaku umum pada masyarakat yang 
terkait dengan lingkungan „urf, atau minimal dikalangan 
sebagian besar masyarakat.
41
  
„Urf itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi 
ditengah-tengah masyarakat  dan keberlakuannya dianut 
oleh mayoritas masyarakat tersebut.
42
 Syarat ini semakin 
jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam 
masyarakat. Contohnya, umumnya masyarakat Indonesia 
dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan 
alat tukur resmi, yaitu mata uang Rupiyah, karenanya, 
dalam suatu transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan 
secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua 
orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain 
dari penggunaan mata uang Rupiah yang berlaku, kecuali 
dalam kasus tertentu.
43
  
c. „Urf  yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum 
yang telah berlaku pada saat itu, bukan „urf  yang 
muncul dikemudian. Berarti „urf itu harus telah ada 
sebelum penempatan hukum. Kalau „urf itu datang 
kemudian, maka tidak diperhitungkan.
44
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Menurut syarat ini misalahnya pemberian mahar 
istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah 
pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran 
maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sementara „urf yang 
berlaku di tempat itu melunasi seluruh mahar. Ternyata 
kemudian „urf  ditempat itu mengalami perubahan dan 
orang-orang yang sudah terbiasa mencicil mahar . lalu 
muncul suatu kasus yang menyebabkan perselisihan 
antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. 
Suami berpegangan pada adat yang berlaku kemudian, 
yaitu pembayaran mahar secara cicil. Sementara istri 
berpegang pada „urf yang berlaku pada saat akad 
pernikahan tersebut dan tidak ada „urf muncul 
kemudian.
45
 
d. „Ur f itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga 
menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak 
bisa diterapkan.
46
 
Syarat ini sebenarnya memper kuat terwujudnya 
„urf yang shahih karena bila „urf bertentangan dengan 
nash atau bertentangan dengan prinsif syara‟ yang jelas 
dan pasti, ia termasuk „urf yang fasid dan tidak dapat 
diterima sebagai dalil menetapkan hukum
47
 
Misalnya kebiasaan disuatu negeri bahwa sah 
mengembalikan harta amanah istri atau anak dari pihak 
pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan ini dapat 
menjadi pegangan apabila terjadi tuntutan dari pemilik 
pihak pemilik harta itu sendiri.
48
 
4. Macam-Macam ‘Urf 
Penggolongan macam-macam „adat atau urf‟  itu 
dapat dilihat dari beberapa segi.
49
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1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi 
ini „urf  itu dibagi menjadi 2 macam: 
a. ‟Urf  qouli,  yaitu kebiasaan yang berlaku dalam 
penggunaan kata-kata atau ucapan.  
b. „Urf  fi‟li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam 
perbuatan. Contohnya kebiasaan saling mengambil 
rokok di antara sesama teman tanpa ada ucapan 
meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri. 
2. Dari segi ruang lingkup penggunaan, „urf terbagi 
menjadi: 
a. „Adat atau „urf  umum yaitu kebiasaan yang telah 
umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh 
penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan 
agama. Contohnya, menganggukkan kepala tanda 
menyetujui dan menggelengkan kepala tanda 
menolak dan menidakkan.  
b. „Adat atau „urf  khusus, yaitu kebiasaan yang 
dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau 
pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat 
dan di sembarang waktu. Contohnya, orang sunda 
menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dari 
ayah, sedangkan orang Jawa menggunakan kata 
“paman” itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah. 
3. Dari segi penilaian baik dan buruk, „adat atau „urf  itu 
terbagi kepada: 
a. „Adat yang shahih, yaitu „adat yang berulang-ulang 
dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak 
bertentangan dengan agama, sopan santun, dan 
budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah 
kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-
waktu tertentu, mengadakan acara halal bihaal 
(silaturahmi) saat hari raya, memberi hadiah sebagai 
suatu penghargaan atas suatu prestasi. 
b. „adat yang fasid yaitu „adat yang berlaku di suatu 
tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun 
bertentangan dengan agama, undang-undang negara 
dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk 
merayakan suatu pristiwa, pesta dan menghidangkan 
 33 
minuman haram, membunuh anak perempuan yang 
baru lahir, kumpul kebo (hidup bersama tanpa 
nikah).
50
 
 
5. Pendapat Ulama Tentang ‘Urf Sebagai Dasar Hukum 
Para ulama banyak yang sepakat dan menerima „urf 
sebagai dalil dalam meng-instinbat-kan hukum, selama ia 
merupakan „urf shahih dan tidak bertentangan dengan hukum 
Islam, baik „urf al-„am dan „urf al khas.51 Para ulama sepakat 
menolak „urf fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk 
dijadikan landasan hukum.
52
 
Para ulama‟ menyatakan bahwa „urf merupakan satu 
sumber istinbath hukum,  yang menetapkan bahwa ia bisa 
menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (al-
Quran)dan sunnah (Hadits). Apabila suatu „urf  bertentangan 
dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat 
disuatu zaman melakukan yang diharamkan sensial minum 
arakatau memakan riba, maka „urf mereka ditolak (mardud). 
Sebab dengan diterimanya „urf itu berarti mengesampingkan 
nash-nash yang pasti (qath‟iy) mengikuti hawa nafsu, yang 
membatalkan syari‟at. Karena kehadiran syari‟at bukan 
bermaksud untuk melegimitasi berlakunya mafasid (berbagai 
kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju 
kearah tumbuh berkembangnya kemafsadatan harus segera 
diberantas, bukan malah diberi legitimasi.
53
 
Jumhur ulama berhujjah dengan „urf. Akan tetapi yang 
sngat terkenal adalah Malikiyah dan Hanafiyah. Disebutkan 
bahwa imam Syafi‟i pun berpegang pada „urf dalam 
membina sebagian hukum madzabnya.
54
 
Dan menurut kalangan Hanafiyah dan Syafi‟iyah, pada 
prinsipnya mazab besar-besarfikih tersebut sepakat menerima 
adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum meskipun 
                                                          
50
 Amir Syaripuddin, Op.Cit, h. 389-392 
51
 Firdaus, Op.Cit, h.102 
52
 Satria Efendi, m. Zein, Op.Cit, h.155 
53
 Abu Zahro. Op,Cit, h.418 
54
 Ibid, 419 
 34 
dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara 
mazab-mazab tersebut, sehingga „urf  dimasukkan kedalam 
kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan.
55
dengan demikian 
perbedaan diantara ulama mazab yang berbeda-beda 
pendapat yaitu dari segi intensitas penggunaannya sebagai 
dalil.
56
 
Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum. 
Menurut salah satu imam mazab Maliki yaitu imam al-Qarafi, 
harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam 
masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu 
tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang 
menyangkut masyarakat tersebut
57
 lebih lanjut lagi Imam al-
Syathibi menilai semua mazab fikih menerima dan 
menjadikan  „urf  sebagai dalil syara‟ dalam menetapkan 
hukum yang muncul di masyarakat ketika tidak ada dalil nash 
yang menjelaskan hukum yang muncul dimasyarakat.
58
 
Menentang „urf (tradisi) ynag telah dipandang baik oleh 
masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. 
Oleh karena itu, ulama mazab Hanafy dan Maliky 
mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan „urf 
yang shahih (benar), bukan yang fasid (rusak/cacat), sama 
dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar‟iy. 
Secara lebih singkat , pensyarah kitab “Al- Asybah wa 
an- Nazha‟ir” mengatakan: 
Artinya “diktum hukum yang berdasarkan „urf sama 
dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil 
syar‟iy”59 
Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan qiyas 
zhanni akan akan slalu berubah seirama dengan perubahan 
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zaman. Karenanya para ulam berpendapat bahwa ulama 
muta‟akhirin boleh mengeluarkan pendapat yang berbeda 
dari mazab mutaqaddimin jikalau para ulama mutaqaddimin 
didasarkan pada qiyas. Karena dalam menetapkan dalil qiyas. 
Mereka sangat terpengaruh oleh „urf-„urf  yang berkembang 
dalam masyarakatnya pada waktu itu. Dalam hubungan ini 
Ibnu Abidin berkata:
60
 
“Masalah-masalah fiqiyah adakalanya ditetapkan 
hukumnya berdasarkan nash yang sharih (jelas) dan 
adakalanya ditetapkan melalui cara ijtihad. Pada umumnya 
mujtahid menetapkan hukum berdasarkan „urf yang 
berkembang pada zamannya dimana seandainya dia berada 
pada zaman yang lain dengan „urf yang baru, niscaya ia akan 
mengeluarkan pendapat bahwa seorang mujtahid harus 
mengenali adat-adat yang berlaku dimasyarakat dapat 
dimengerti kalau terdapat banyak ketetapan hukum hukum 
yang berbeda-beda lantaran perbedaan zaman. Dengan kata 
lain, seandainya suatu diktum hukum tetap ditetapkan seperti 
sediakala. Niscaya akan menimbulkan musyaqqat dan 
kemadharatan terhadap manusia. Juga bertentangan dengan 
kaedah-kaedah syariah yang didasarkan pada takhfif 
(meringankan) dan taysir (memudahkan), serta da‟fu adh-
dharar wa al-fasad (menghindarkan atau menolak 
kemadharatandan kerusakan) demi terciptanya tatanan 
masyarakat yang baik dan kokoh. Oleh karena itu, kita dapat 
ulama tokoh mazab menentang hukum mengenai banyak hal 
yang telah ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan situasi 
dan kondisi yang ada pada zamannya. Jika diandaikan tokoh 
ulama mazab itu hidup sezaman dengan mereka, niscaya ia 
akan mengeluarkan pendapat yang sama dengan pendapat 
mereka. Ini dapat dilihat dari kaedah-kaedah mazabnya” 
 
Berdasarkan kaedah ini, maka wajarlah bila kita temukan 
ulama muta‟akhirin berbeda pendapat dengan ulama 
mutaqaddimin dalam beberapa masalah yang didasarkan pada 
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„urf  yang masa lampau yang bertentangan dengan „urf  masa 
sekarang.
61
 
 
Demikian kita saksikan fatwa-fatwa para ulama ahli fiqh 
selalu „urf  yang sedang berkembang di tengah masyarakat 
dalam hak ini tidak terdapat nash yang berlangsung yang 
berhubungan dengan masalah dimaksud. Oleh karena itu, 
seorang mufti harus menguasai benar „urf-urf yang ada pada 
masyarakat. 
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